
BUPATI BIREUEN 
PROV! NS! ACF:H 

PERATURAN BUPATI BIREUEN 
NOMOR It! TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHJ\N ATAS PERATU RAN BUPATI BlREUEN NOMOR 47 TAHUN 2018 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI B IREUEN, 

Menimbang : a . bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (6) Peraturan 
Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana 
Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 dinyatakan hahwa 
da la m h aJ penganggaran OAK Fisik pada APBD lahun anggaran 
berkenaan tidak scsuai <lengan pedoman teknis dan petunjuk 
operasional , Pemerintah Daerah menyesuaikan penganggaran 
DAK Fisik mendahului perubahan APBD dengan cara 
menetapkan perat.uran Kepala Daerah mengenai perubahan 
pcnjabaran APBD tahun anggaran berken aan ; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 12 Tahun 20 19 tcntang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai 
Hasil Tembakau Menu rut Daerah Provinsi/Kabupaten / Kota 
Tahun Anggaran 2019, maka berakibat pada perubahan alokasi 
pendapatan dan belanja pada APBK Bireuen Tahun Anggaran 
20 19 ; 

c. bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut pada huruf a 
dan huruf b , perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati 
Bire uen Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kabupatcn Bireuen Tahun Anggaran 
20 19, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d imaksud 
dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan dalarn 
suatu Peraturan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Tahu n 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah 
d iu bah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahu n 2000 ten tang 
Peru bahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tetang 
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963); 

2. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten~g Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ' 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4633); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang--Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Infomasi Keuangan Daerah, sebagaimana telab diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Repbulik Indonesia Nomor 4614]; 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan lnformasi Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2010 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5 165); 

11. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk 
Telrn.is Dana Aloka si Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
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Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repu bhk 
Indonesia Tahu n 2011 Nomor 310); 

13 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Peny usu nan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 20 19 ; 

14.Peraturan Meneri Keuangan Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Dacrah 
Provinsi /Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103); 

15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupat.en 
Bireuen; 

16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupat.en Bireuen Tahun 
Anggaran 2019; 

17.Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang 
Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019; 

18. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pen<lapatan dan Belanja Kabupaten 
Bireuen Tahun Anggaran 2019; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BIREUEN NOMOR 47 TAllUN 2018 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KA.1:3UPATEN BIREUEN 
TAHUN ANGGARAN 2019. 

Pasal T 

Beberapa ketentuan da lam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 
tentang Penjabara n Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rireuen Tahun 
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Nomor 412) diubah 
se baga i beriku t: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi seba gai berikut : 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 
2019 terdiri atas: 

a. Pendapatan Daerah 
1. Pendapatan Asli Daerah 
2. Dana Perirn bangan 
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

b. Belanja 
1. Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai 
b) Belanja Bunga 
c) Bela nja Subsidi 
d) Belanja Hibah 

Rp. 175.642.348. 166,00 
Rp . l. l 42.451.806.598,00 
Rp. 679.508.639.577,00 
Rp. 1.997.602.794.341,00 

Rp. 727 .858.611.162,28 
Rp. 
Rp. 
Rp. 12.981.200.000,00 
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e) Belanja Bantuan Sosial Rp. 2 .330.000.000,00 n Belanja Bagi Hasil Rp. 3 .286.585 .599,00 · 
g) Belanja Ban tuan Keu angan Rp. 538.449.039.5 12,72 
h) Belanja Tidak Terdu ga Rp. L25 l .600 .000,00 · 

J umlah Relanja Tidak Langsung Rp. 1.286.157.036.274 ,00 / 
2. Belanja Langs ung 

a) Belanja Pega wai Rp. 79.444.752.25 l ,OO , 
b) Belanja Barang Jasa Rp. 323.930.692.606 ,00 .-
c) Belanja Moda l Rp. 307.070 .313 .2 10,00 ,, 

Jumlah Be lanja Langsung R2. 710.445.758.067 ,00 
Jumlah Belanja Daerah R12. 1.996.602.794 .34 l ,0O 
Surplus / (Defisit) Rp. 1.000.000 .000,00 

C. Pembiayaan 
1. Penerimaan Rp. 
2. Pen geluaran Pembiayaan Rp. 

a) Pen_yertaan Modal/In vestasi Pemerintah 
Daerah Rp. 1.000.000.000,00 

Pcmbiayaan Netto Rp. (1.000.000.000,00) 
S isa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran 
Berkenaan: Rp. 

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran Ia dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran Ia dan Lampiran II 
Peraturan ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen gu n dangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen . 

Ditetapkan di Bireuen 
pad a tanggal 1 ;i. Mo.re-t ;;io •~ 

\~UPATI BI EUEN, , -

Diun dangkan di Bire uen 
pada tanggal 1.;1.. ~re-t ~•9 

f 
S. EKRETARIS DAERAH \ 
KABUPATEN BIREUEN 

) 

tt·· -
BE RITA DAERAH KABUPATE N BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 4.2.c; 


